




A. Latar Belakang 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang”.
1
 Dalam pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 




Dari pembagian atas daerah-daerah tersebut pada lingkup kabupaten dan kota 
mempunyai daerah-daerah lagi, yang disebut kecamatan
3
 dimana suatu kecamatan 
terdiri dari desa-desa.
4
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dijelaskan bahwa desa ialah desa dan/atau desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
                                                          
1
 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah. 
2
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2). 
3
 Suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah Bupati/Walikota dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Camat diangkat oleh 
Bupati/Walikota dari PNS/ASN yang menguasai teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan 
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4
 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa: “desa 
yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara 
sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”. 
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pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 Disamping itu Pemerintahan 
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, suatu desa 
diberikan kewenangan secara atribusi
7
 yang berdasarkan Undang-Undang Desa 
kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 
adat istiadat desa.
8
 Selain itu desa juga berhak mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya 
masyarakat desa, kemudian menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta 
mendapatkan sumber pendapatan.
9
 Sementara itu masyarakat desa berhak meminta 
dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memperoleh 
pelayanan yang sama dan adil.
10
 
Dari semua aspek pelimpahan kewenangan yang diberikan undang-undang 
kepada Desa tidaklah luput dari pembahasan sumber pendapatan desa yang nantinya 
                                                          
5
 Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
6
 Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
7
 Menurut kamus istilah hukum, atribusi (attributie) ialah bermakna pembagian (kekuasaan). Pada 
atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
8
 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
9
 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
10
 Dr. Nuria Siswi Enggarani S.H. M.H., Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah (Surakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). 
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agar mampu menjalankan fungsinya (wewenangnya) secara optimal. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari APBN, disebutkan bahwa sumber pendapatan desa atau dalam pembahasan ini 
disebut sebagai dana desa, didefinisikan sebagai “dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat”.
11
 Dimana dana desa tersebut ialah untuk dikelola secara tertib, taat pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
12
 
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari APBN disebutkan juga bahwa dalam menganggarkan 
dana desa, pemerintah melaksankan penganggaran secara nasional dalam APBN 
setiap tahunnya,
13
 dimana dalam penganggaran dan pengalokasian dana desa dihitung 
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis,
14
 berdasarkan Pasal 
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 Pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari APBN. 
12
 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
APBN. 
13
 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
APBN. 
14




11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari APBN, mengenai penganggaran dan pengalokasian dana desa 
ialah mengacu berdasarkan tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh indeks 
kemahalan konstruksi, serta mengenai data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan indeks kelemahan konstruksi, didasarkan pada data yang bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik.
15
 Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa 
dana desa dalam menganggarkannya ialah bersumber dari belanja pemerintah dengan 
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
16
 Dana 
desa yang diperoleh dari APBN tersebutlah yang kemudian dikelola untuk 
menjalankan fungsi (wewenang) desa agar optimal.
17
 
Membahas tentang desa terdapat salah satu desa yang akrab disebut sebagai Desa 
Kelet, yakni sebuah desa yang berada di bagian timur laut Kabupaten Jepara, yang 
masuk dalam wilayah Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 
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 Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. 
16
 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
APBN. 
17
 Dalam menjalankan fungsi (wewenang) desa agar optimal ialah dengan diadakannya laporan 
realisasi penggunaan dana desa oleh kepala desa kepada bupati/walikota, hal ini tertuang pada Pasal 24 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Selanjutnya 
setelah laporan realisasi disampaikan kepada bupati/walikota kemudian dari bupati/walikota 
menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri 
dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa, hal ini tertuang pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Dari laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran dana 
desa tahap berikutnya. 
5 
 
Desa Kelet sendiri merupakan desa yang berada di lapisan paling luar dari Kabupaten 
Jepara yang berseberangan langsung dengan Kabupaten Pati.
18
 Dalam kondisi masa 
pandemi Covid-19 Desa Kelet telah mengimplementasikan suatu kegiatan yang 
disebut sebagai Bansos BLT (Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung Tunai) yang 
dalam penerepannya Bansos BLT diperoleh dari dana desa dimana Bansos BLT ini 
dimaksudkan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang dialami masyarakat 
di Desa Kelet.
19
 Berdasarkan media keuangan oleh Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, diakui bahwa dana desa memang diprioritaskan untuk menanggulangi 
dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, berupa kegiatan penanganan pandemi dan 
jaring pengaman sosial di desa.
20
 
Mengingat kondisi pandemi Covid-19 diyakini belum jelas bagaimana efek 
keberlanjutannya, ditambah lagi meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, telah 
menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya masyarakat 
di Desa Kelet yang pada akhirnya banyak masyarakat melakukan panic buying, yaitu 
situasi kepanikan yang dilakukan orang-orang dengan memborong banyak barang 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah 
Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, 2013. 
19
 Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari APBN, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemsyarakatan. Serta dana desa tersebut 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dengan 
memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal 
Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa alur penggunaan dana desa ialah diperuntukkan guna 
melaksanakan anggaran kegiatan Belanja Tak Terduga, temasuk BLT dengan penjelasan tertuang 
dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020.  
20






 Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini juga 
memberikan pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia,
22
 
tek terkecuali di Desa Kelet, seperti halnya sektor pendidikan, transportasi, dan 
perekonomian. Seluruh aktivitas di luar rumah seperti halnya kegiatan di sektor 
pendidikan mewajibkan para siswa dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran 
secara daring (pembelajaran dalam jaringan) atau online.
23
 Selain itu, di sektor moda 
transportasi juga dilarang membawa penumpang yang melebihi dari 50% (lima puluh 
persen) kapasitas angkut, yang artinya mereka hanya boleh beroperasi dengan kurang 
dari 50% (lima puluh persen) kapasitas angkut atau maksimal 50% (lima puluh 
persen) dari kapasitas angkut.
24
 Demikian juga pada sektor perekonomian,
25
 dimana 
                                                          
21
 Dikutip dari media Internet tirto.id “Panic Buying dan Dampak Terhadap Ekonomi” yang diakses 
melalui https://tirto.id/panic-buying-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-eDDT pada 24 September 
2020. 
22
 Anisa Mufida, „Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19‟, Adalah Buletin 
Hukum & Keadilan, 4.1 (2020), hal 160. 
23
 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
menegaskan bahwa “pembatasan pelaksanaan kegiatan di sekolah dari/atau institusi pendidikan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran 
di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang 
paling efektif dan/atau mengikuti pada ketentuan pemerintah”. 
24
 Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jepara Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 
Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) yang menegaskan bahwa “selama pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat, semua moda transportasi dibatasi, kecuali untuk: d. Mobil barang dengan tidak 
membawa penumpang”. Kemudian di pertegas dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa “moda transportasi 
diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Membatasi jumlah orang paling banyak 
50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; b. Menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas 
dan penumpang yang menggunakan moda transportasi; c. Menjaga jarak antar penumpang (physical 
distancing)”. 
25
 Menurut KBBI perekonomian dimaknai sebagai tindakan berekonomi, dimana berekonomi sendiri 
dimaknai menjalankan suatu usaha. Yang menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 
Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), menjalankan suatu usaha ditunjukan pada Bagian Kelima mengenai 
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum yang tertuang pada Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan 
“tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pasar tradisional; b. Toko 
swalayan; c. Restoran/kafe; dan d. Hotel”. 
7 
 
pertokoan (bidang usaha) juga wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan 
masyarakat, dimana wajib mengutamakan pemesanan barang secara daring/atau jarak 
jauh dengan fasilitas layanan antar.
26
 Apabila diketemukan pelanggaran dalam 
pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan 
Covid-19 tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, 
dan sampai dengan penutupan bidang usaha tersebut.
27
 
Sehingga dari hal tersebut, diaturlah mengenai Bansos BLT, yakni sebagai 
kebijakan pemerintah pusat yang mana untuk meminta daerah sebagai daerah siaga 
Covid-19, selain itu juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang 
bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat.
28
 
Dimana hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia yang dikeluarkan pada 21 April 2020, yakni Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 
Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang mana tertuang pada 
bagian poin kedua yang disebutkan bahwa “memfasilitasi pemerintah desa agar 
segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APBDesa untuk pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud 
dianggarkan termasuk pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak desa melalui jenis belanja tak  terduga, dalam bentuk pelaksanaan padat 
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 Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 
2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19). 
27
 Pasal 11 ayat (7) huruf a, b, dan c Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). 
28
 Mufida, Op. Cit., hal 162.  
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karya tunai, kegiatan penguatan ekonomi desa, dan pemberian  bantuan langsung 
tunai”.
29
 Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanahkan Surat Edaran Menteri 
Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD 
(Padat Karya Tunai Desa)
30
 yang telah ditetapkan lebih awal, yakni pada 24 Maret 
2020 yang selanjutnya telah diubah menjadi SE Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa 
Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) dimana telah 
ditetapkan pada 30 Maret 2020, yang pada maksudnya Surat Edaran Menteri Desa 
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD 
(Padat Karya Tunai Desa) tersebut ialah sebagai acuan dalam pelaksanaan desa 
tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
31
 dengan 
menggunakan dana desa. 
Didalam ketentuan, baik Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 
Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Melalui Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa, maupun Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 
2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai 
                                                          
29
 Poin kedua Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penaggulangan Covid-19 Di Desa 
Melalui APBDesa. 
30
 Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penaggulangan Covid-19 Di Desa Melalui 
APBDesa yang pada poin ketiga angka 5 menyebutkan bahwa “penggunaan dana desa tetap 
memperhatikan dan sejalan dengan surat edaran menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan 
transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan penegasan pktd”. 
31
 Padat karya tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya 
yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, 
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya 
beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dikutip dari media 
internet Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang 
diakses melalui http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-
karya-tunai-2 pada 10 Oktober 2020. 
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Desa) sebagaimana telah diubah menjadi SE Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa 
Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa), keduanya 
membahas hal yang sama yakni karena sebab adanya pandemi Covid-19 
megakibatkan terjadinya kemunduran atas kualitas sumber daya manusia maka perlu 
dilakukan penguatan dalam sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa dan 
penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-
19 yang selanjutnya perlu dilakukan padat karya tunai desa dimana dana desa 
digunakan dengan pola padat karya tunai desa, melalui pengelolaan secara swakelola, 
serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber 
daya manusia desa serta kegiatan penguatan ekonomi desa, dan pemberian bantuan 
langsung tunai (BLT). 
Akan tetapi terdapat hal yang membingungkan yakni pada kriteria penerima BLT, 
yang tertuang dalam substansi bagian Desa Tanggap Covid-19 angka 2 tentang Tugas 
Relawan Desa Lawan Covid-19 huruf a poin ke 2, dimana dalam angka 2 huruf a 
poin ke 2 dalam SE Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan 
Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) sebagaimana telah diubah menjadi SE 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 
Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya 
Tunai Desa) tersebut ditegaskan bahwa “mendata penduduk rentan sakit, seperti 
orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan 
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat 
10 
 
atas berbagai kebijakan terkait jaringan pengamanan sosial dan pemerintah pusat 
maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima”
32
 dengan kata lain 
kalimat tersebut terdapat keambiguan karena “...mendata keluarga yang berhak 
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaringan pengamanan 
sosial...” tanpa menjelaskan kriteria secara spesifik sangat menimbulkan arti rancu 
dan tidak tegas. Akan tetapi apakah penjelasan kriteria tersebut dijelaskan secara rinci 
dalam peraturan desa atau sejenisnya? 
Maka sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, pada dasarnya 
setiap kebijakan yang dibuat secara subtantif harus memiliki muatan-muatan sesuai 
dengan prosedur pembentukan peraturan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah 
Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kelet sudah sesuai dengan muatan pembentukan 
peraturan yang telah ditentukan, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul 
“DANA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DESA (STUDI 
PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERIAN BLT DI DESA KELET DI 
MASA PANDEMI)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan latar belakang yang telah 
diuraikan serta untuk menghindari pembiasan konsentrasi penelitian, maka Penulis 
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 Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri 




perlu merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana implementasi penggunaan dana desa dalam pemberian BLT di 
Desa Kelet? 
2. Bagaimana efektifitas dan hambatan penggunaan dana desa dalam pemberian 
BLT di Desa Kelet? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: 
1. Mengetahui dasar pelaksanaan/penggunaan dana desa dalam pemberian BLT 
di Desa Kelet. 
2. Mengetahui efektifitas dan hambatan penggunaan dana desa dalam pemberian 
BLT di Desa Kelet sekaligus kriteria penerima BLT Dana Desa di Desa Kelet. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 
yakni manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang 
diharapkan adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis  
a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, 
dalam hal ini mengenai pemberian bantuan sosial (bantuan langsung 
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tunai) di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dimasa 
pandemi. 
b. Untuk lebih mengembangkan ilmu penalaran, membentuk pola 
berpikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan analisis 
peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah 
sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, baik bagi 
kalangan akademisi maupun masyarakat umum seputar pemberian 
bantuan sosial (bantuan langsung tunai) di tingkat desa dimasa 
pandemi. 
b. Untuk memberikan masukan bagi pelaku pemberi kebijakan di Desa 
Kelet mengenai pemberian bantuan sosial (bantuan langsung tunai) di 
Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dimasa pandemi agar 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Mengenai kerangka pemikiran Penulis menguraikan tentang konsep yang 
digunakan untuk dijadikan sebagai referensi yang berfungsi guna memberikan arahan 
atau panduan dalam memahami masalah penelitian,
33
 yang diuraikan sebagai berikut: 
                                                          
33
 Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Surbakti, Pedoman Penyusunan Skripsi (Surakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hal 33. 
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Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” 
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa “Penyelenggaraan 





 dan Tugas Pembantuan
36
”. 
Dari semua aspek pelimpahan kewenangan yang diberikan undang-undang tidak 
terkecuali kepada daerah ditingkat Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, tidaklah luput dari pembahasan sumber pendapatan desa 
yang nantinya agar mampu menjalankan fungsinya (wewenangnya) secara optimal. 
Dimana sumber pendapatan desa (dana desa) yang didefinisikan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, 
sebagaimana bunyinya “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
                                                          
34
 Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 
35
 Pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. 
36
 Penugasan dari pemerintah pusat kepada derah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi 




pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat”. 
Dari hal tersebut mengingat pula pada kondisi pandemi Covid-19 Menteri Desa 
PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap 
COVID-19 dan Penegasan PKTD (Padat Karya Tunai Desa), yang mana pada 
akhirnya menjadi dasar legalitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pemberian 
BLT, termasuk di Desa Kelet. 
 
F. Metode Penelitian 
Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, 
mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut 
dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
37
 Metode penelitian 
mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. 
Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode 
sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa. Adapun metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 
penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif, karena 
                                                          
37
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10. 
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dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan 
yang bersifat normatif dan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang, hukum 
dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-
lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang 
dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada masalah-masalah yang ada di dalam 
sistem hukum itu sendiri.
38
 
Adapun metode pendekatan yang dipakai Penulis dalam penelitian 
normatif ini adalah metode pendekatan peraturan perundangan-undangan 
karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 
sekaligus sentral suatu penelitian, yakni: 
a. Comprehensive, bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya 
terkait antara satu dengan yang lain.  
b. All-inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada 
kekurangan hukum.  
c. Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.
39
 
2. Jenis Penelitian  
                                                          
38
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum 
(Surakarta: FH UMS, 2005), hal 11. 
39
 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Media Publishing, 
2007), hal 317. 
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Tipe kajian dalam penelitian normatif ini lebih bersifat deskriptif 
analitis, karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara 
jelas tentang objek yang diteliti yakni merupakan penelitian hukum terhadap 
penggunaan dana desa dalam pemberian BLT di Desa Kelet di masa pandemi 
yang kemudian dilakukan penganalisaan. Penelitian ini mendasarkan pada 
bahan pustaka atau data sekunder yang dalam hal ini dicari adalah peraturan 
daerah yang berhubungan dengan bantuan sosial bantuan langsung tunai yang 
terlaksanakan di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, yang kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk 
menemukan keterkaitan dan kesesuaian hukum berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku serta doktrin hukum.
40
 
3. Jenis dan Sumber Data  
Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber 
data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi peraturan perundang-
undangan, serta peraturan daerah yang berhubungan dengan bantuan sosial 
bantuan langsung tunai yang menjadi dasar terimplementasinya pemberian 
BLT di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara di masa pademi.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas menggunakan teknik 
studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mencari, mencatat, 





menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisa data materi muatan dari 
batang tubuh maupun konsideran-konsideran yang terdapat dalam peraturan 
daerah yang berhubungan dengan dasar terimplementasinya pemberian BLT 
di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara di masa pademi serta data-
data pendukung lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji. 
5. Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis normatif kualitatif 
dengan dilakukan melalui tahap-tahap pola berpikir deduktif, selanjutnya akan 
menarik sebuah konklusi yang diperoleh dari data yang dikaji. Dalam proses 
tersebut akan dilakukan penyusunan data pada uraian norma, setelah 
sebelumnya dilakukan penyajian dan reduksi data. Langkah ini akan 
dilanjutkan mengambil norma yang dikaji, dengan maksud menunjukan 
indikator-indikator yang penting dan bagaimana indikator dalam norma itu 
saling dihubungankan, beserta sifat-sifatnya. Setelah semua tahapan analisis 
tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan penjelasan data, 
dimana konsep-konsep yang ada akan diaplikasikan kedalam data, sehingga 
terjadi suatu dialog antara konsep di satu sisi dengan data di sisi lain. 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini juga akan 
dikomparasikan menggunakan metode penafsiran untuk menggali hal-hal 
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yang berada didalam maupun diluar teks peraturan perundangan yang dikaji 




G. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 
Dalam kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dengan waktu bertahap 
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41
 Ahmad Sahidah, Kebenaran Dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1965), hal 289. 
19 
 
H. SISTEMATIKA PENULISAN 
Dalam memudahkan serta untuk memahami pembahasan dan 
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian hukum ini, 
maka Penulis menyusun sistematika penulisan yang dibagi dalam beberapa 
bab, yakni:  
BAB I PENDAHULUAN, yang memberikan pemaparan mengenai: 
A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian 
G. Jadwal Waktu Pelaksanaan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang akan menguraikan mengenai: 
Tinjauan tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 
di Indonesia; Tinjauan tentang Undang-Undang Desa Dalam Pembentukan 
Peraturan Desa; dan Tinjauan tentang Penggunaan Dana Desa Sebagai 
Pelaksanaan Pemberian BLT di Masa Pandemi. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan 
menyajikan hasil penelitian berdasarkan identifikasi terhadap peraturan desa 
tentang pemberian bantuan sosial bantuan langsung tunai di masa pandemi 
yang telah dilaksanakan di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. 
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BAB IV PENUTUP, yang akan menguraikan kesimpulan dalam 
pembahasan penelitian hukum ini serta memberikan saran kepada berbagai 
pihak yang terkait terhadap pengkajian ini. 
